BUPATI BANGKA TENGAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011

Menimbang :

Mengingat

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian Daerah dalam
membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan
Daerah, perlu dilakukan pemungutan pajak Daerah melalui
penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peranserta masyarakat dan akuntabilitas;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat
ini sehingga perlu diubabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011
Nomor 158), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 227);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menetapkan :

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH.



Pasal l

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011

Nomor 158), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan

Daerah:

a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014
Nomor 176); dan

b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 227); diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai
berikut:

a. listrik yang dihasilkan untuk kepentingan sosial,
bisnis, industri, dan pemerintah sebesar 8% (delapan
persen); dan

b. listrik yang dihasilkan untuk kepentingan rumah
tangga berdasarkan kilo Watt-hour (kWh) adalah:

1. 450 kWh sampai dengan 1.300 kWh sebesar 7%
(tujuh persen); dan

2. 2.200 kWh sampai dengan 6.600 kWh keatas
sebesar 8% (delapan persen).

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,
tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3%
(tiga persen).

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif
Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu
koma lima persen).

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 117 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

Pasal 117

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan

f. membebaskan pajak berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayat Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek Pajak.

e

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif, dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan
pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 September 2016
BUPATI BANGKA TENGAH,
Cap/dto
ERZALDI ROSMAN
Diundangkan di Koba

pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto
SUGIANTO
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